Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderating.

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Boyolali) by Hardia Utama, Maulana & , Dr. Zulfikar, SE, M.Si
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN 
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN 
PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING. 






Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 




Disusun Oleh : 
MAULANA HARDIA UTAMA 
NIM. B 200 100 194 
 
 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2015 
PENGESAHAN
Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN
PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Boyolali)
Yang ditulis oleh:
Maulana Hardia Utama
NIM. B 200100 194
Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.
Surakarta, Maret 2015
( Dr. Zulfikar, SE, M.Si)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ive.tpitas Muhammadiyah Surakarta
Pembimbing I
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN 
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN 
PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali) 
MAULANA HARDIA UTAMA 
B200100194 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi 
masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah pada DPRD 
Kabupaten Boyolali. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja 
pada DPRD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 45 dewan. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampel yang 
digunakan hanya sebanyak 32 yang memberikan respon. Data diperoleh dengan 
menyebarkan kuestioner kepada responden. Data yang terkumpul, dianalisis 
menggunakan regresi Moderated Regression Analysis (MRA). 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah,  
hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,049 <  = 0,05. Oleh karena itu H1 
dalam penelitian ini terdukung secara statistik. Partisipasi masyarakat berpengaruh 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,014 <  = 0,05. Oleh karena itu H2 dalam penelitian ini terdukung 
secara statistik. Interaksi pengetahuan anggota dewan dan partisipasi masyarakat 
berpengaruh  signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dapat dilihat dari 
nilai signifikansi 0,011 <  = 0,05. Oleh karena itu H3 terdukung secara statistik. 
transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah, dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,018 <  = 0,05. Oleh 
karena itu H4 dalam penelitian ini terdukung secara statistik. Interaksi antara 
pengetahuan anggota dewan dan transparansi kebijakan publik berpengaruh  
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,045 <  = 0,05. Oleh karena itu H5 dalam penelitian ini terdukung 
secara statistik. 
 
Kata Kunci : pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah, partisipasi 
masyarakat, transparansi kebijakan publik. 
 
A. PENDAHULUAN 
Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan 
terlaksananya keadilan, demokratis, dan transparansi kehidupan sektor 
publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyarakat, 
yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta 
masyarakat. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa 
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI 
sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI tahun 1945. Hal tersebut 
sangat berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan 
terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah 
daerah seperti APBD. Diharapkan DPRD melalui dewan akan lebih aktif 
menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat kemudian 
mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-
sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota). (Pramita dan andriyani, 2010). 
Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga 
fungsi yaitu: 1) Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-
undangan), 2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3) 
Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam 
penelitian ini, fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap 
penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang 
dilakukan lembaga legislatif. ( Darma dan Hasibuan , 2012). 
Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal (Pramono, 2002 dalam Isma, 2007) dalam (Utami dan 
Sofyan , 2013). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang 
berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 
dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan 
terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada 
pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan 
mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala 
kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. 
Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan 
anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD 
mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan 
keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Sedangkan faktor eksternal 
yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi 
pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi 
kebijakan publik.  
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat 
dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan 
kontrol kinerja pemerintah dan menimalisir penyalahgunaan wewenang. 
Untuk mewewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi 
masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan 
kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan 
pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. 
Transparansi dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan 
yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Infomasi tentang 
kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah 
dicapai dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan 
terbuka, transparansi dapat diukur atas dasar arus informasi yang bebas di 
instansi pemerintah tersebut (Mardiasmo, 2002). Transparansi kebijakan 
pubik berarti adanya akses bagi warga masyarakat untuk dapat mengetahui 
proses dari anggaran serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Dengan adanya 
transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengetahuan 
dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan 
oleh anggota dewan ( Utami dan Sofyan , 2013). 
Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 
Sofyan ( 2013), perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada 
populasi penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Utami dan 
Sofyan (2013) adalah DPRD kota dan kabupaten di Sumatra Barat. 
Sedangkan populasi penelitian ini adalah DPRD kabupaten Boyolali.  
 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian “PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG 
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH 
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. ( 
Studi Empiris pada DPRD kabupaten Boyolali ). 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh 
pengetahuan dewan tentang anggaran  terhadap pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (APBD). 2) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi 
masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah dan interaksi antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap 
pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 3) Untuk menganalisis 
pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan 
daerah dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 
transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan dewan pada keuangan 
daerah (APBD). 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
Anggaran Sektor Publik  
Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 
uang publik (Mardiasmo, 2002: 62). Anggaran sektor publik merupakan 
suatu rencana finansial yang menyatakan: (1) berapa biaya atas rencana-
rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan (2) berapa banyak dan 
bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut 
(pendapatan). 
 Menurut Anthony dan Govindarajan (2005: 75), proses penyusunan 
anggaran pada dasarnya memiliki empat tujuan utama yaitu: (1) 
menyelaraskan dengan rencana strategik, (2) untuk mengkoordinasikan 
kegiatan dari beberapa bagian dalam organisasi, (3)  untuk memberikan 
tanggungjawab kepada manajer atau pimpinan, guna mengotorisasi jumlah 
dana yang dapat digunakan, dan untuk memberitahukan hasil yang mereka 
capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama. 
Keuangan Daerah  
Menurut pasal 1 ayat (5) PP No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan  
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut keuangan pemerintah daerah ditunjukan 
dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat (17) disebutkan,  APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). 
Pemendagri No. 37 tahun 2012 Pasal 2 ayat (1), Pedoman penyusunan 
APBD meliputi: 1) Singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan 
kebijakan pemerintah, 2) Prinsip penyusunan APBD, 3) Kebijakan 
penyusunan APBD, 4) Teknis penyusunan APBD, 5) Hal-hal khusus 
tentang APBD. 
Pengawasan Keuangan Daerah  
Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32/2004 adalah 
kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Daerah (PERDA), dan peraturan lainnya, pengawasan 
pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di 
daerah. Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan 
bukan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu 
dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif 
dan ekonomis (Pramita dan Andriani, 2010). 
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 
Pengetahuan erat kaitannya dengan pendididkan dan pengalaman. 
Keduanya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 
Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang 
dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan 
anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960). Seharusnya mereka 
adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi 




Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk 
terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan 
secara langsung atau secara tidak langsung (Utami dan Syofyan, 2013). 
Sopanah dan Mardiasmo (2003 dalam Novietta, 2010) menyatakan bahwa 
partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses pelaksanaaan otonomi 
daerah, terutama menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi kepada pihak 
eksekutif. Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keungan daerah 
akan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat mengenai anggaran dan 
diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan. 
Transparansi Kebijakan Publik 
 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya 
kebijakan terbuka bagi pengawasan.Sedangkan yang dimaksud dengan 
informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah 
yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan 
menghasilkan persaiangan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat 
berdasarkan pada preferensi publik (Loina, 2003) dalam Utami dan Syofyan 
(2013). 
Hipotesis 
H1:  Pengetahuan Dewan Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan 
Daerah (APBD). 
H2:  Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan 
Daerah (APBD) 
 H3: Interaksi antara Pengetahuan Dewan dan Partisipasi Masyarakat 
Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
 H4: Transparansi Kebijakan Publik Berpengaruh Terhadap Pengawasan 
Keuangan Daerah (APBD) 
 H5: Interaksi antara Pengetahuan Dewan dan Transparansi Kebijakan 
Publik Berpengaruh Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 
(APBD) 
C. METODE PENELITIAN 
 Populasi Dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang 
bekerja pada DPRD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 45 dewan. Seluruh 
populasi dijadikan objek penelitian, metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu seluruh 
anggota dewan dijadikan sebagai responden berkaitan dengan daerah 
(APBD). 
Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer tersebut 
diperoleh dari kuestioner yang disebar dan di isi oleh responden yang 
menjadi sampel penelitian yaitu Anggota Dewan Daerah kabupaten 
Boyolali. Kuestioner merupakan suatu pengumpulan data dengan 
memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan 
harapan responden akan memberikan jawaban atas daftar tersebut. 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik  pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan memberikan 
kuestioner kepada anggota dewan yang bekerja pada DPRD Kabupaten 
Boyolali, dengan cara menunggu apabila responden bisa mengisi langsung 
dan ditinggal selama 7 hari apabila responden tidak bisa mengisi langsung. 
Untuk dapat dihitung secara statistik, perlu diubah dengan skor kuantitatif 
yaitu dengan memberikan skor untuk setiap jawaban dengan menggunakan 
skala likert 5 poin dari yang tertinggi hingga terendah. 
Variabel Penelitian  
Penelitian  ini  terdiri  dari tiga variabel  meliputi: (a) variabel 
independen:  Pengetahuan dewan terhadap APBD, (b) variabel dependen: 
Pengawasan keuangan daerah, (c) variabel  moderating: Partisipasi  
masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. 
Metode Analisis Data  
Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data yang 
terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas data; uji heteroskedastisitas; uji multikolinieritas, dan uji 
hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi berganda; uji koefisiensi 
determinasi R
2
; uji t; uji F. 
Pengujian  hipotesis  1,2,3,4,5 menggunakan  uji  interaksi atau 
Moderated  Regression Analysis (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus 
regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung  
unsur  interaksi  perkalian  dua  atau  lebih  variabel  independen  
(Ghozali,2011:94). 
Alat pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
model regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :  
 PKD = a + b1PAD+b2PM+b3TKP+b4PAD*PM+b5PAD*TKP+.... e (1) 
Keterangan: 
PKD  = Pengawasan keuangan daerah (APBD) 
a  = Konstanta 
b1-b5  = Koefisien Regresi  
PAD  = Pengetahuan Anggota Dewan  
TKP  = Transparansi Kebijakan Publik  
PM  = Partisipasi Masyarakat  
PAD*PM = Pengetahuan Anggota Dewan*Partisipasi Masyarakat   
PAD*TKP = Pengetahuan Anggota Dewan*Transparansi Kebijakan 
Publik 
D. HASIL PENELITIAN 
Uji Kulaitas Data 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Dalam penelitian ini 
semua butir pertanyaan dalam variabel pengetahuan anggota dewan, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, penawasan 
keuangan daerah(APBD) adalah valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 
Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011:48). 
Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini seluruh item 
pertanyaan dari semua variabel adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel bernilai lebih 
dari 0,60. 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas Data  
Hasil perhitungan Kolmogorov-Sminov menunjukkan bahwa 
signifikasinya adalah sebesar 1,329 yang berarti signifikansinya 
diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak 
digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas untuk menguji model regresi apakah 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. Menggunakan uji glejser dimana dalam penelitian 
ini hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai probabilitasnya > 0,05 
jadi model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.  
c. Uji Multikolinieritas  
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
nilai toleransi ≤ 0,10 atau nilai VIF  ≥ 10,  berarti tidak terjadi 
adanya multikolinieritas dalam model regresi. 
Uji Hasil Hipotesis 
a. Uji Analisis Regresi Berganda 
Dari hasil analisis regresi berganda dipenelitian ini, diperoleh 
persamaan sebagai berikut : 
PKD = 1,284 + 1,494PAD + 8,949PM – 12,183TKP– 0,140 
PAD*PM + 0,159 PAD*TKP  
b. Koefisien Determinasi R2 
Nilai Adjusted R Square sebesar 0,590. Hal ini berarti 
variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi 
masyarakat, transparansi kebijakan publik mempengaruhi 
pengawasan keuangan daerah sebesar 59%, Sedangkan sisanya 
sebesar 41% dipengaruhi oleh variabel diluar model. 
c. Uji Regresi Simultan (Uji F) 
Dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 9,940 > 3,32 dan 
nilai signifikansi = 0,000 <  = 0,05. Artinya model regresi 
tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 
,partisipasi masyarakat,transparansi kebijakan publik, dan 
interaksinya terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah 
sudah fit atau cocok. 
d. Uji t dan Hipotesis 
Variabel pengetahuan anggota dewan (PAD) diketahui nilai 
thitung (2,062) lebih besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat 
dari nilai signifikansi 0,049 <  = 0,05. Maka H1 diterima, 
artinya pengetahuan anggota dewan (PAD) mempunyai pengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).  
Variabel partisipasi masyarakat (PM) diketahui nilai thitung 
(2,624) lebih besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari 
nilai signifikansi 0,014 <  = 0,05. Maka H2 diterima, artinya 
partisipasi masyarakat (PM) mempunyai pengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD).  
Variabel transparansi kebijakan publik (TKP) diketahui nilai 
thitung (-2,523) lebih besar daripada ttabel (-2,042) atau dapat dilihat 
dari nilai signifikansi 0,018 <  = 0,05. Maka H3 diterima, 
artinya transparansi kebijakan publik (TKP) mempunyai pengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).  
Variabel PAD*PM diketahui nilai thitung (-2,729) lebih besar 
daripada ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,011 <  = 0,05. Maka H4 diterima dan H4 terdukung secara 
statistik. artinya interaksi antara PAD*PM mempunyai pengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).  
Variabel PAD*TKP diketahui nilai thitung (2,103) lebih kecil  
daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 
0,045 <  = 0,05. Maka H5 diterima dan H5 terdukung secara 
statistik artinya interaksi antara PAD*TKP mempunyai pengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).  
E.  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 
kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Pengetahuan anggota dewan (PAD) berpengaruh signifikan terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD) hal ini ditunjukkan dengan nilai 
thitung (2,062) > ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,049 
<  = 0,05. Oleh karena itu H1 dalam penelitian ini terdukung secara 
statistik. 
2. Partisipasi masyarakat (PM) berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah (APBD) diketahui nilai thitung (2,624) lebih besar daripada 
ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,014 <  = 0,05. 
Oleh karena itu H2 dalam penelitian ini terdukung secara statistik. 
Interaksi Pengetahuan Anggota Dewan dan Partisipasi Masyarakat 
berpengaruh  signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) 
diketahui nilai thitung (-2,729) lebih kecil  daripada ttabel (-2,042) atau dapat 
dilihat dari nilai signifikansi 0,011 <  = 0,05. Oleh karena itu H3 
terdukung secara statistik. 
3. Transparansi kebijakan publik (TKP) berpengaruh signifikan terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD) diketahui nilai thitung (-2,523) lebih 
besar daripada ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,018 
<  = 0,05. Oleh karena itu H4 dalam penelitian ini terdukung secara 
statistik. Interaksi antara Pengetahuan Anggota Dewan dan Transparansi 
Kebijakan Publik berpengaruh  signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah (APBD) diketahui nilai thitung (2,103) lebih kecil  daripada ttabel 
(2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,045 <  = 0,05. Oleh 
karena itu H5 dalam penelitian ini terdukung secara statistik. 
Keterbatasan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang 
dialami oleh, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi 
manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain : 
1. Keterbatasan penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yaitu hanya 
pada Anggota DPRD Kabupaten Boyolali. 
2. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan variabel pengetahuan 
anggota dewan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik 
dan pengawasan keuangan daerah sedangkan untuk variabel 
moderating hanya partisipas dan transparansi. 
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten 
Boyolali. Sehingga, hasil penelitian ini mungkin berbeda jika 
dilakukan pada DPRD di wilayah lain. 
Saran 
Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 
srbagai berikut : 
1. Penelitian berikutnya agar memperluas wilayah sampel penelitian 
tidak hanya pada Kabupaten Boyolali saja. 
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaikanya menambah variabel yang 
diteliti yaitu tidak hanya pengetahuan, partisipasi dan transparansi 
kebijakan publik dalam mempengaruhi pengawasan keuangan daerah 
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